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BUPATI  KUNINGAN 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 

NOMOR 2 TAHUN 202120 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa 

untuk setiap Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1968; 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2021; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 
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  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa; 

  9. Peraturan Menteri Desa, Pembanguanan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa 

Membangun; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016  tentang 

Kewenangan Desa; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110  Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembanguanan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 16  Tahun 2019 tentang Musyawarah 

Desa; 

  14. Peraturan Menteri Desa, Pembanguanan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 13  Tahun 2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa tahun 2021; 

  15. Peraturan Menteri Desa, Pembanguanan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Dana Desa; 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017; 

18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kuningan; 

19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan; 

  20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan 

Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Kuningan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  

 

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 

KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2021 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan. 

3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang 

ditetapkan. 

11. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah Rekening tempat penyimpanan 

uang Pemerintahan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank 

yang ditetapkan. 

  BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan 
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:  

a. Alokasi Dasar;  

b. Alokasi Afirmasi;  

c. Alokasi Kinerja; dan 

d. Alokasi Formula. 

Pasal 3 

(1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung 

berdasarkan cluster Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. 

(2) Cluster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
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a. Jumlah penduduk sampai dengan 100 jiwa mendapatkan alokasi  dasar sebesar 

Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh 

tiga ribu rupiah); 

b. Jumlah penduduk 101 sampai dengan 1.000 jiwa mendapatkan alokasi  dasar 

sebesar Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh 

puluh empat ribu rupiah); 

c. Jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa mendapatkan alokasi  dasar 

sebesar Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh 

puluh empat ribu rupiah); 

d. Jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa mendapatkan alokasi  dasar 

sebesar Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh 

puluh lima ribu rupiah); dan 

e. Jumlah penduduk di atas 10.000 jiwa mendapatkan alokasi  dasar sebesar Rp. 

801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 

Pasal 4 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan 

kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa. 

Pasal 5 

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa 
dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian 

keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.  

Pasal 6 

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan 

dengan menggunakan bobot sebagai berikut: 

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); 

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); 

c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan 

d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima 

persen). 

Pasal 7 

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari 

perubahan rasio PA Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang 

pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa. 

(2) Pengeloaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari 

persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana 

Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa 

secara swakelola. 

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 

dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output 

Dana Desa. 

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status Desa terakhir, 

dan perbaikan jumlah penduduk miskin. 
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Pasal 8 

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 

bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 9 
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kab/Kota. 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 
kabupaten Kuningan 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk 

miskin Desa kabupaten Kuningan 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa 

kabupaten Kuningan 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kuningan 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kuningan 

Pasal 10 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 

2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 11 
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pemotongan Dana Desa  setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana 

Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana 

Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat 

kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, 

dengan ketentuan : 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 

Dana Desa dengan rincian sebagai berikut : 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi 

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 

kelima; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 

kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 

masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima. 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 

Dana Desa dengan rincian sebagai berikut : 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi 

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan 

kesepuluh; dan 
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2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan 

kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat 

masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan 

kesepuluh. 

c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana 

Desa dengan rincian sebagai berikut : 

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas; 

dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan 

kedua belas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling 

cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas. 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus 

Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan : 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu 

Dana Desa dengan rincian sebagai berikut : 

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi 

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 

ketujuh; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 

kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 

masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan ketujuh. 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 

Dana Desa dengan rincian sebagai berikut : 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi 

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan 

kedua belas; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan 

kedua belas paling cepat bulan Agustus dan paling cepat masing-masing bulan 

berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas dan paling 

cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas. 

(6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil 

penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun. 

Pasal 12 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan 

setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati 

secara lengkap dan benar dengan ketentuan : 

a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; 

b. Tahap II berupa : 

1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 

2. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I 

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima 
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah 

disalurkan; 
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3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 

Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat 

keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan 

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 

anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara 

pemerintah daerah dan pemerintah Desa. 

c. Tahap III berupa : 

1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan 

tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen) dari capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 

50% (lima puluh persen); dan 

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran Dana Desa kepada Bupati dengan ketentuan : 

a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan 

b. Tahap II berupa : 

1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 

2. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I 

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima 

puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah 

disalurkan; 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 

sebelumnya; 

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat 

keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 

anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara 

pemerintah daerah dan pemerintah Desa. 

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 
(sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II tahun anggaran 2021 ditambahkan 

dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon 

keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia 

cukup anggaran perbulannya. 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c 

angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase 

capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b 

angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, 
uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 

(6) Dalam hal tabel referinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi 

kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel 

referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada 
ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. 
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(8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 

sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan 

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati 

menyampaikan dokumen penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN 

selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu. 

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 13 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam 

prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 

mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi 
rancangan peraturan Desa mengenai APBDes. 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara 

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan 
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 15 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB V 

SANKSI 

Pasal 16 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), 
ayat (4) atau ayat (5); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga 

puluh persen); dan/atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar 

Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah 

Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak 

dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa 
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh 

persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
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(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 

disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat 

pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 

penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan 
tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

Pasal 17 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 

30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas 

fungsional daerah.  

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana 

Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa 

yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir 
bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam 

rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan 

Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa 

Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN 

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan 

Juni tahun anggaran berjalan. 

(7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat disalurkan kembali. 

Pasal 18 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan 

sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 



Mahardika Rahman, SH.,MH. 
JaksaMuda 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN KUNI NGAN, 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 
 

Ditetapkan di Kuningan 

Pada tanggal 4 Januari 2021 

BUPATI KUNINGAN, 

Cap Ttd 

ACEP PURNAMA 

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 5 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUNINGAN 

Cap Ttd 

DIAN RACHMAT YANUAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 2 

Salinan ini sesuai  dengan Aslinya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara 
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Lampiran II PERATURAN BUPATI KUNINGAN  

        
         

 

NOMOR    : 2 TAHUN 2021   

      

 

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

                         

      
         A. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN 

OUTPUT DANA DESA BAGI DESA 

      
         
        PAGU DESA TAHAP ........... 

Rp. ................ 

          

NO URAIAN 
URAIAN 

OUTPUT 

VOLUME 

OUTPUT 

CARA 

PENGADAAN 

ANGGARA

N (Rp.) 

REALISASI 

(Rp.) 

SISA 

(Rp.) 

% 

CAPAIAN 

OUTPUT 

TENAGA 

KERJA 

(Orang) 

DURASI 

(Hari) 

UPAH 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  BID. PEMERINTAHAN                     

  KEGIATAN ............                     

  BID. PEMBANGUNAN                     

  1. KEGIATAN .....                     

  BID. PEMBINAAAN                     

  1. KEGIATAN .....                     

  BID. PEMBERDAYAAN                     

  1. KEGIATAN .....                     

  

BID. PENANGGULANGAN 

BENCANA                     

  1. KEGIATAN .....                     

            

         

Disetujui oleh, 

         

......,................................. 

         

KEPALA DESA .............. 
 

         

......................................... 
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B. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA BAGI KECAMATAN 
 

              LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA 

SAMPAI DENGAN TAHAP ....... TAHUN ANGGARAN......... 

KECAMATAN ........................ KABUPATEN KUNINGAN 2021 

              JUMLAH DESA ...................... 

          PAGU KECAMATAN TAHAP .........  Rp. .......................... 

         

NO DESA URAIAN 
URAIAN 

OUTPUT 

VOLUME 

OUTPUT  

ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 

(Rp.) 

SALDO 

(Rp.) 

% 

CAPAIAN 

OUTPUT 

TENAGA 

KERJA 

(ORANG) 

DURASI 

(HARI) 

UPAH 

(Rp.) 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ................ BID. PEMERINTAHAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PEMBANGUNAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PEMBINAAAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PEMBERDAYAAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PENANGGULANGAN BENCANA                     

1. KEGIATAN .....                     

2 .........Dst... BID. PEMERINTAHAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PEMBANGUNAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PEMBINAAAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PEMBERDAYAAN                     

1. KEGIATAN .....                     

BID. PENANGGULANGAN BENCANA                     

1. KEGIATAN .....                     

         
.............., .......................... 

 

         

CAMAT ........................... 

 

         

........................................ 

 

         

NIP. ....................................... 

 



BIOANG/KEGIATAN KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING NC TOTALALOKASI DANA 
ALOKASI DANA % (PERSEN) 

1 BIOANG PEMBANGUNAN DESA I 
2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT I 

TABEL S PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING 

JUMLAH INOIKATOR TINGKAT KONVERGENSI NC SASARAN 
YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA 

1 IBU HAMIL 
2 ANAK 0-23 BULAN 

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA 

TABEL 4 TINGKAT KONVERGENSI 

SASARAN INDIKATOR JUMLAH % 
1 PERIKSA 4 KALI SE LAMA KEHAMILAN 
2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARi 
3 IBU BERSALIN MENOAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI 
4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI IBU HAMIL 
5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RU MAH BULANAN 
6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 
7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK 
8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN 
1 ANAK USIA <12 BULAN MENOAPAT IMUNISASI OASAR LENGKAP 
2 DITIMBANG BERAT BAOAN RUTIN SETIAP BULAN 
3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BAOAN 2 KALI DALAM SETAHUN 
4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN LAKI-LAKI I TOTAL . 

ANAK USIA I 
0-23 BULAN 5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING 
(0-2 TAHUN) 6 RU MAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 

7 RU MAH TANGGA 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK 
8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN 
9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR 

10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) 
ANAK 

1 ANAK>2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL80% >2-6 TAHUN 

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK 

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) 
IBU HAMIL ANAK 0-23 BULAN 

SASARAN 
JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA GIZI KURANG/ 

1.000 HPK TOTAL KEK/ RESTI TOTAL GIZI BURUK/ 
'iTIJNT/Nr. 

JUMLAH 

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TI KAR PERTUMBUHAN (DITTKSI DINI STUNTING) 

JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 KUNING MERAH 
SASARAN HIJAU (NORMAL) (TERINDIKASI BULAN (RESIKO STUNTING) 

STUNTING) 
JUMLAH 

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA 
TERHADAP SASARAN 1.000 HARi PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) 

KECAMATAN 
TAHUN 

KABUPATEN 
DESA 

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCE GAHAN STUNTING TK. DESA 
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BUPATI KUNINGAN, 

Cap Ttd 

ACEP PURNAMA 

 

 


